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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019

: 19/DPR RI/1/2018-2019
: 31 OKTOBER 2018

No NA DAN RUU
JUDUL RUU RN G TAHAPAN KETERANGAN
T DPR/KOMISI 1T Pembahasan Tuncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Pertanahan. Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
B DPR/KOMISI Tl Pembahasan Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Jabatan Hakim. Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
B DPR/KOMISI IV Pembahasan Tuncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Karantina Hewan, Tkan dan Tumbuhan Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
3. | RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang | DPR/KOMISI VI Pembahasan Luncuran Prolegnas RUU
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
Sehat.
5 DPR/KOMISI VIl | Pembahasan Tuncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
5. DPR/ANGGOTA Pembahasan Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
7. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 DPR/ANGGOTA Pembahasan Tuncuran Prolegnas RUU
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
5. | RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR/ANGGOTA Pembahasan Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
5. [ RUU tentang Pertembakuan DPR/ANGGOTA Pembahasan Tuncuran Prolegnas RUU

Tingkat 1

Prioritas Tahun 2018





image8.jpeg
No NA DAN RUU
JUDUL RUU DISIAPKAN OLEH ‘TAHAPAN KETERANGAN
10, | RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR/ANGGOTA | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
1 | RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan | DPR/KOMISIX | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
By ot Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
T3 | RUU tentang Kebidanan DPR/KOMISIIX | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
T3, | RUU tentang Konservast Sumber Daya Alam Hayati dan DPR/ANGGOTA | Pembahasan | Luncaran Prolegnas RUU
Ekosistemnya Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
T3, | RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan DPR/KOMISITV | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
15. | RUU tentang Masyarakat fuleum Adat DPR/ANGGOTA | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
10 | parts temting Beamibation stas Gindlang Undang N 4 DPR/KOMISI VIl | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
“Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tingkat 1 Pricattue Skliun 2018
I DPR/KOMISTV | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Sumber Daya Air Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
T DPR/ANGGOTA | Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Konsultan Pajak Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
T5. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Fukam Pidana PEMERINTAT Pembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
30, [ RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun | PEMERINTAR embahasan | Luncuran Prolegnas RUU
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
31 [RUU tentang Sistem Nasional lmu Pengetahuan dan|  PEMERINTAR embahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Teknologi Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
22. [RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 |  PEMERINTAH Pembahasan Luncuran Prolegnas RUU
Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018

tentang Mahkamah Konstitusi
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No NA DAN RUU
JUDUL RUU ‘TAHAPAN KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH
35. | RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang | PEMERINTAR FPembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
Badan Pemeriksa Keuangan Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
e FEMERINTAH Tembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Bea Meterai Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
ES ) Tembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Ekonomi Kreatif Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
ED B Tembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Wawasan Nusantara Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
EG ) Fembahasan | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Dacrah Kepulauan Tingkat 1 Prioritas Tahun 2018
D DPR/KOMISIVI | Menunggu Surat | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Badan Usaha Milik Negara Frosiden Prioritas Tl 2048
ED DPR/ANGGOTA TSurpres) Tancuran Prolegnas RUU
RUU tentang Pendidikan Kedokteran Prioritas Tahan 2018
EY DPR/KOMIST VIl | Menungga Surat | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Pekerjaan Sosial Presiden Prioritas Tahun 2018
En DPR/ANGGOTA TSurpres) Tancuran Prolegnas RUU
RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Feiosttai T OB
£ PEMERINTAH | Menunggu Surat | Lumcuran Prolegnas RUU
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika Presiden Prioritas Tahuan 2018
ES PEMERINTAT TSurpres) Tancuran Prolegnas RUU
RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Dacrah Priorttas tbun 2018
3. | st tetmrng Ferababan mtas tilang Tadleng Nome= 13 FEMERINTAH | Menunggu Surat | Lumcuran Prolegnas RUU
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Presiden Prioritas Tahun 2018
ES FEMERINTAH TSurpres) Tancuran Prolegnas RUU

RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Prioritas Tahun 2018
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No NA DAN RUU
JUDUL RUU ‘TAHAPAN KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH
36. PEMERINTAH | Menunggu Surat | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Landas Kontinen Indonesia Presiden Prioritas Tahun 2018
2 PEMERINTAH | Menunggn Surat | Luncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Desain Industri Presiden Prioritas Tahun 2018
(Surpres)
ED DPR/KOMIST VIl Menunggu Tincuran Prolegnas RUU
Paripurna Prioritas Tahun 2018
RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 Pgniapan
tentang Minyak dan Gas Bumi. e
Inisiatif DPR
39 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 DPR/KOMISTT Proses Luncuran Prolegnas RUU
teritang Penylaren Harmonisasi Prioritas Tahun 2018
70, | RUU tentang Perkelapasawitan. DPR/ANGGOTA Proses Thncuran Prolegnas RUU
Harmonisasi Prioritas Tahun 2018
e DPR/ANGGOTA Penyusunan Tincuran Prolegnas RUU
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Prioritas Tahun 2018
£ DPR/ANGGOTA Penyusunan Thncuran Prolegnas RUU
RUU tentang Penyadapan Prioritas Tahun 2018
73, |RUU tentang Pengawasan Obal dan Makanan serta| DPR/KOMISIIX Penyusunan Tincuran Prolegnas RUU
Pemanfaatan Obat Asli Indonesia Prioritas Tahun 2018
32, | RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2009 tentang | DPR/KOMISIV Penyusunan RUU Usulan Bara
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
35 | RUU tentang Energl Bara dan Terbarakan DPRKOMISI VIT Penyusunan RUU Ustlan Bara
%6, | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 DPR/BADAN Penyusunan RUU Usulan Bara
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan LEGISLASI
#7. [ RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 DPR/BADAN Penyusunan RUU Usulan Bara
tentang Penaggulangan Bencana LEGISLASI
. DPR/ANGGOTA Penyusunan RUU Ustlan Bara

RUU tentang Permusikan





image11.jpeg
No NA DAN RUU
JUDUL RUU T A TAHAPAN KETERANGAN
49 | RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber DPR/ANGGOTA Penyusunan RUU Usulan Baru
50. | RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2013 | DPR/ANGGOTA Penyusunan RUU Usulan Baru
tentang Organisasi Kemasyarakatan
1. | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional PEMERINTAH Penyusunan RUU Usulan Baru
Pertahanan Negara
52. | RUU tentang Hukum Acara Perdata PEMERINTAH Penyusunan RUU Usulan Baru
55, | RUU tentang Data Pribadi PEMERINTAH Penyusunan RUU Usulan Baru
54, | RUU tentang Wabah PEMERINTAH Penyusunan RUU Usulan Baru
55. | RUU tentang Bahasa Dacrah DPD Penyusunan RUU Usulan Baru
DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
T. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2. | RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi
3. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. |RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau
Kabupaten /Kota
5. | RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang





image12.jpeg
LAMPIRAN II  KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TANGGAL

: 19/DPR RI/1/2018-2019
: 31 OKTOBER 2018

DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015-2019

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UU

NA DAN RUU
No JUDUL RUU DISIAPKAN OLEH KETERANGAN
T 00 tentang Perdbaha atas Gndang Undang | DPR/PEMERINTAI
Nomor 24 Tahan 2000 tentang Perangian
5 {FOU tentang FerEaRa e O Oy | BPR PENERTAT
Nomor 37 Tahun 1999 tentan Hubungan Luar
Neer
5[ FOU temang Peru S O FEvERTAT | S e
Undan Nomor 11 Tahun 2008 tentang menad U
informas dan Transake! Ectroni TE) 1 Tahum 2016
[ RO tentang Keamanan dan Ketahanar ST bR
5[ Rov entang Rahasia Negara DPR/PENERINTAT
[ g e T SRR
7[R0 tentang Perubahan atas ndang Ondang oo
Nomor 33 Tahin 2007 tentang Peryiaran
5[ FOU temtang R Teewer Repubie indenesi B
5RO emtans Ronvergenst Tlematika PR PENERITAT
oro
o o0 Tentang Pengeioa e e FEvERT
Nastonal Pertabanan Negara
T RO tentang pervbahan atar Undang Undang | PEVERTVTAT
Nomor 34 Tahan 2001 tentang Temtara
Nesional indoncsia
T RO tentang PerabaRa e TR TR B
Nomor 55 Tahun 2000 tentang Perfiman
5| RO tentang Peindungan Bata dan informast | PENERTTAT
Prbads
T RO teniang Wavasan s 575
5| ROU tentang Perdbahan atar Gndang Urndang | PEVERITAT
Nomor 35 Tahun 2001 tentan pos
o RO tentang Perabahan stas Undang Ty | PEVERTTAT
Nomor 21 Tahan 2001 tentan Otener
Kiasus Bt Provinet Papua
T RO tentang Perdbuhan stas Tndang Ordans | PEVERTTAT
Nomor 35 Tahan 2001 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pasat dan Dacrah
TSRO tentang Perubatan atas UndangOndang B S

menjadi UU;
& Tahun 2015
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NA DAN RUU

No JUDUL RUU ST ANOTER KETERANGAN
19. | RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor DPR Sudah disahkan
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU:
9 Tahun 2015
20, |RUU tentang Penyclenggaraan _Pemilihan PEMERINTAH ‘Sudah disahkan
Umum menjadi UU:
7 Tahun 2017
21, | RUU tentang Pertanahan DPR
22. | RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR Sudah disahkan
DPR dan DPD menjadi UU:
2 Tahun 2018
33. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | DPR/PEMERINTAH/
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik DPD
24, | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang DPR/DPD
Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota
Lembaga Tertinggi/Tingg! Negara Serta Bekas
Pimpinan Lembaga Tertinggl/ Tinggi Negara dan
Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
35. |RUU tentang Sistem Pengawasan Intern | DPR/PEMERINTAH
Pemerintah
26. | RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan DPD
Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi dan Cianjur
27. | RUU tentang Provinsi Ball DPD
28, | RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / DPR
RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
39, | RUU tentang Partisipasi Masyarakat DPD
30__| RUU tentang Dacrah Kepulauan DPD
31. | RUU tentang Sistem Penyelesaian Konfilk DPR
Agraria
32. | RUU tentang Perkumpulan DPR/PEMERINTAH/
DPD
33. | RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum PEMERINTAH
Pidana
34| RUU tentang Hukum Acara Pidana DPR
35. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | DPR/PEMERINTAH
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
36. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | PEMERINTAH/DPD
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia
37. | RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana, DPR/PEMERINTAH
Korupsi
38. | RUU tentang Perubahan atas Undang. Undang DPR

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

1
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NA DAN RUU

No JUDUL RUU KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH
39. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | DPR/PEMERINTAH
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
30. | RUU tentang Perubahan atas Undang. Undang DPR
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
31, | RUU tentang Hukum Acara Perdata PEMERINTAH
32. | RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak DPR/DPD
Masyarakat Adat
33. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH ‘Sudah disahkan
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan menjadi UU:
Tindak Pidana Terorisme 5 Tahun 2018
34. | RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana PEMERINTAH
35. | RUU tentang Mahkamah Agung DPR
6. PEMERINTAH Sudah disahkan
RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis el U
20 Tahun 2016
37. | RUU tentang Perubahan atas Undang. Undang PEMERINTAH
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
38. | RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 PEMERINTAH
Tahun 1979 tentang Ekstradisi)
. | 00 tentang pat PEMERINTAH Sudah disahkan
aimg Eatea menjadi UU:
13 Tahun 2016
50. | RUU tentang Perubahan atas Undang. Undang PEMERINTAH
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Balik dalam Masalah Pidana
51. | RUU tentang Perubahan atas Undang. Undang DPR
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
52. | RUU tentang Jabatan Hakim DPR
53. |RUU  tentang  Persekutuan  Perdata, PEMERINTAH
Persekutuan ~ Firma  dan  Persekufuan
Komanditer
54. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
55. |RUU tentang Pemindahan  Narapidana PEMERINTAH
Antarnegara
56. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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NA DAN RUU

No JUDUL RUU KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH
57. |RUU tentang Komisi Kebenaran dan PEMERINTAH
Rekonsiliasi
55. | RUU tentang Balal Harta Peninggalan PEMERINTAH
59. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 12  Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan RI
G0. | RUU tentang Narkotika dan Psikotropika PEMERINTAH
©1. | RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan DPR
(Contempt of Court)
©2. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- DPR
Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi
Yyudisial
63. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
©4. | RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan | DPR/PEMERINTAH/
Sumber Daya Genetik DPD
©5. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya
©6. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- DPR/DPD
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan
©7. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia
©8. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- | DPR/PEMERINTAH
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
©9. | RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan DPR ‘Sudah disahkan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak menjadi UU:
Garam 7 Tahun 2016
70. | RUU tentang Zona Tambahan Indonesia PEMERINTAH
71. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
“Tanaman
73, | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- PR

Undang Nomor 27 Tahun 2007 _tentang

13
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No JUDUL RUU KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

73. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman

74. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan

75. | RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan DPR
atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)

76. | RUU tentang Jalan DPR

77. | RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR

78, | RUU tentang Jasa Konstrukst PR

79. | RUU tentang Arsitek. DPR

50. | RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR

B1. | RUU tentang Pengembangan Pembangunan DPR
Daerah Kepulauan

52. | RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah DPR
Tertinggal

53. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 DPR
“Tahun 2003 tentang BUMN

54. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR/ DPD
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

55._| RUU tentang Perkoperasian PEMERINTAH

56. | RUU tentang Pertembakauan DPR

57. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 DPR
“Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

B8, | RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol PR

9. | RUU tentang Bahan Kimia PEMERINTAH

50. | RUU tentang Metrologi Legal PEMERINTAH

S1. | RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPD

92. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH

Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
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N JUDUL RUU KETERANGAN
o DISIAPKAN OLEH
93. | RUU tentang Ekonomi Kreatil DPD
5. | RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR
95. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 DPR
“Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
96. | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang DPR
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
57. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan limu
Pengetahuan
98. | RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam DPR
55, | RUU tentang Geologi DPR/DPD
T00. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energl
T01. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggl
102. | RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender | DPR/ PEMERINTAH/
DPD
103 | RUU tentang Tanggung Jawab _ Sosial DPR
Perusahaan
104, | RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan DPR
Penyelenggaraan Umrah
T05. | RUU tentang Penyandang Disabilitas B3 Sudah disahkan
menjadi UU;
& Tahun 2016
T06. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR/ DPD
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
107. | RUU tentang Kepalangmerahan DPR Sudah disahkan
menjadi UU:
1 Tahun 2018
108. | RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial DPR
109, | RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan DPR
dan Pesantren
T10. | RUU tentang Ketahanan Keluarga DPR

RUU tentang Perlindungan Umat Beragama

DPR/ PEMERINTAH

15
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N JUDUL RUU KETERANGAN
- DISIAPKAN OLEH
T12. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
T15. | RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran DPR ‘Sudah disahkan
Indonesia menjadi UU:
18 Tahun 2017
T14. | RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah DPR
Tangga
T15. | RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan PR/ DPD
Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
T16. | RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 DPR
“Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisi han
Hubungan Industrial
T17. | RUU tentang Kebidanan DPR
T15. | RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan PEMERINTAH Sudah disahkan
menjadi UU:
6 Tahun 2018
T15. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 36 Tahun 2014 ftentang Tenaga
Keschatan
120. | RUU tentang Praktik Kefarmasian DPR
121, | RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan DPR
serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
122. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular
123, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
124, | RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan DPR/PEMERINTAH
125. | RUU tentang Sistem Pengupahan DPR/PEMERINTAH
126, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | DPR/PEMERINTAH/
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem DPD
Pendidikan Nasional
127. | RUU tentang Pemajuan Kebudayaan DPR Sudah disahkan
menjadi UU:
5 Tahun 2017
T35, | RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah B
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No JUDUL RUU KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH
129. | RUU tentang Sistem Perbukuan, DPR Sudah disahkan
menjadi UU:
3 Tahun 2017
130, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR/DFD
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
131, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam
132. | RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor | DPR/PEMERINTAH/
©6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan DPD
Tata Cara Perpajakan
T35, | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor | DPR/PEMERNTAH
23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
134, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | DPR/PEMERINTAH
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
135. | RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang PEMERINTAH ‘Sudah disahkan
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan menjadi UU:
Negara Bukan Pajak 9 Tahun 2018
136. | RUU tentang Pengurusan Putang Negara dan | DPR/PEMERINTAH
Piutang Daerah
157 | RUU tentang Pencegahandan _Penanganan PEMERINTAH Sudah disahkan
Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) menjadi UU;
9 Tahun 2016
135. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR/DPD
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
139. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - DPR
Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
190 |[RUU  tentang  Pembatasan  Transaksi PEMERINTAH
Penggunaan Uang Kartal
T41. | RUU tentang Pajak Penghasilan PEMERINTAH/DPD
192, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang | PEMERINTAH/DPD
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
143, | RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara PEMERINTAH/DPD
143, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas
Devisa dan Sistem Nilai Tukar

17





image20.jpeg
NA DAN RUU

No JUDUL RUU KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH
145. | RUU tentang Perubahan Harga Rupiah PEMERINTAH
196, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
147. | RUU tentang Lelang PEMERINTAH
T45. | RUU tentang Penjaminan DPR ‘Sudah disahkan
menjadi UU;
1 Tahun 2016
149, | RUU tentang Penjaminan Polis PEMERINTAH
T50. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan
T51. | RUU tentang Penilal PEMERINTAH
152. | RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa DPD
T53. | RUU tentang Perekonomian Nasional DPR/DPD
154, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
155 |RUU  tentang  Lembaga  Pembiayaan PEMERINTAH
Pembangunan Indonesia
156. | RUU tentang Bea Materal PEMERINTAH
157. | RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan PEMERINTAH
155. | RUU tentang Pajak Pertambahan Nilal dan PEMERINTAH
Pajak Penjualan Barang Mewah
159, | RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asll DPR
Daerah
T60. | RUU tentang Tabungan Haji DPR
T61. | RUU tentang Pengampunan Pajak PEMERINTAH Sudah disahkan
menjadi UU:
11 Tahun 2016
T62. | RUU tentang Perkelapasawitan DPR
163 |RUU  tentang  Kedaulatan  Sandang DPR
Nasional/RUU tentang Pertekstilan
T64. | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor PEMERINTAH

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
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No JUDUL RUU KETERANGAN
DISIAPKAN OLEH

165. | RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 PEMERINTAH
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan

T66. | RUU tentang Keamanan Laut DPR

167. | RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual DPR

165. | RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta DPR
Tanah

169, | RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 DPR
tentang Otoritas Jasa Keuangan

170. | RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang DPR
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

171, | RUU Tentang Konsultan Pajak DPR

172. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran,

173, | RUU tentang Ketenaganukliran. PEMERINTAH

174, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.

T75. | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang B
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup.

176. | RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan DPD
Negara.

177. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- DPR
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

175, | RUU tentang Sanitasi DPR

179, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara.

T80, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
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181, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
Nomor 30  Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan,

82, | RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, DPR
Pemeriksaaan dan Penentuan Status Hulum
Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara.

T83. | RUU tentang Permusikan DPR

184, | RUU tentang Hak atas Tanah Adat DPD

185. | RUU tentang Penyadapan DPR

186, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang DPR
nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

187. | RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan DPR

185, | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- DPR
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan

189, | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang PEMERINTAH

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia
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Menimbang

Mcngingat

Menctapkar

SK No 002505 A

* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONES

NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  untuk  melaksanakan  kelentuan  Pasal 26
ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang,
Pembenuukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29
ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perawnun  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 12

Tahun  201]  tentang  Pembentukan  Peraturun
Perundang-undsngan, perlu  menctapkan  Keputuson
Presiden ftentang  Program  Penyusunan  Peraturan

Pemerintah Tanun 2019;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Desar Negara Republik
Indonesin Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Kepublik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

3. Perawran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan_Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tcntang  Pembentukan  Peraturan
Perundang undanyan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia ‘ahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN,

KEPUTUSAN  PRESIDEN  TENTANG  PROGRAM
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2019.

KESATU

2
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KESATU Menetapkan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini
sebagai - Program  Penyusunan  Peraturan Pemerintah
Tahun 2019,

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

KETICA : Pemrakarsa  melaporkan  perkembangan realisasi
penyusunan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah
sebagaimana_dimaksud dalam Diktum KESATU sctiap
triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT  : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan
verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi
penyusunan  Rancangan  Peraturan Pemerintah
schagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Presiden

KELIMA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td,

JOKO WIDODO

Salinan scsuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

8 {ukum dan Perundang-undangan,
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penctapan dan pengundangan.
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu tahapan
yang penting dan strategis untuk skala prioritas program pembentukan
undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas
jangka menengah dan tahunan. Prolegnas merupakan skala prioritas
pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum
nasional. Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR dan DPD telah
menyepakati Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019 dan
Program Legislasi Nasional Perubahan RUU Tahun 2015-2019 yang tertuang
dalam Keputusan DPR Nomor 19/DPR RI/1/2018-2019.

Selain itu, perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan
Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Presiden. Pemerintah telah
menetapkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 dan
Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019 sebagaimana tertuang
dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019.

Kementerian Hukum dan HAM selaku koordinator penyusunan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP)
dan Peraturan Presiden (Perpres) tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa
dukungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam
membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Semoga
kompilasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas
Tahun 2019, dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-
Undang Tahun 2015-2019, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun
2019, serta Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019 ini dapat
membantu serta menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

Kepala Badan Pebjnaan Hukum Nasional

iyanto, S.H., M.Hum., C.N

NIP. 19620410°798703 1 003
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1. | RPP tentang Pelaksanaan | Pasal 10, Pasal 18, Pasal | 1. Usaha jasa konstruksi. Kementerian
UU No. 2 Tahun 2017 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal | 2. Penyelenggaraan jasa konstruksi. Pekerjaan
tentang Jasa Konstruksi | 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat | 3. Rantai  pasok  sumber  daya | Umum-
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82, Pasal 85 ayat (4), Pasal | 4. Pembinaan jasa konstruksi. Rakyat
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7. | RPP tentang Perubahan | Pasal 23, Pasal 33, Pasal | Perubahan  pengaturan  mengenai | Kementerian
Kedua atas PP No. 31 47, Pasal 65, Pasal 90, |pengadaan blanko Paspor  dan | Hukum dan
‘Tahun 2013 tentang Pasal 103, dan Pasal 112 mekanismenya. HAM
Pelaksanaan UU No. 6 UU No. 6 Tahun 2011
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Geografis anggota.
4. Susunan organisasi, tugas, dan
fungsi.
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Didik Penyandang tentang Penyandang |  disabilitas di lembaga penyelenggara | Kebudayaan
Disabilitas il pendidikan.
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Pemajuan Kebudayaan
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8. | RPP tentang Pelaksanaan | Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 | 1. Hak  dan _ kewajiban _ pelaku | Kementerian
UU No. 3 Tahun 2017 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), |  perbukuan. Pendidikan dan
tentang Sistem Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), | 2. Akses, pembinaan, pengawasan dan | Kebudayaan
Perbukuan Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 insentif fiskal.

ayat (2), Pasal 53 ayat (2), | > Standar, kaidah, dan kode etik

Pasal 54 ayat (2), Pasal 55|  Penyaduran, pengilustrasian, ~dan
pendesainan buku.

ayat (2), Pasal 60 ayat (3), | 4 penvedioan dan  pendistribusian

Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 |~ S

ayat (3). 5. Peran serta masyarakat.
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5. Monitoring dan evaluasi.
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T1. | RPP tentang Perizinan | Pasal 17 ayat (3) T. Pengelompokan pemaniaatan | Badan Pengawas
Pemanfaaatan Sumber sumber radiasi pengion. Tenaga Nuklir
Radiasi Pengion UU No. 10 Tahun 1997 | , peyinay (BAPETEN)

tentang Ketenaganukliran | 3 gewajiban pemegang izin.
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z‘;la':‘;Eigr;ah““ 2007 | o gemudshan, nscntifdan Sumber Daya
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3. Sanksi Administratif.

13. | RPP Perubahan atas PP | Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, [ Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian
No. 62 Tahun 2012 dan Pasal 48 ayat (3) 1. Instansi pemerintah dan badan | Energi dan
tentang Usaha Jasa | o oo ] usaha dengan status tidak berbadan | Sumber Daya
Penunjang Tenaga Listrik s hukum menjadi pelaksana usaha | Mineral

tentang Ketenagalistrikan . .
jasa penunjang tenaga listrik.

2. Klasifikasi,  kualifikasi,  serta
sertifikasi, akreditasi dan izin atas
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14. | RPP tentang Panas Bumi | Pasal 15, Pasal 50 ayat (3), | 1. Penyclenggaraan Panas Bumi untuk | Kementerian
untuk Pemanfaatan dan Pasal 64 Pemanfaatan Langsung. Energi dan
Langsung UU No. 21 Tahun 2014 |2 l7in Pemanfaatan Langsung. | sumber Daya

' 3. Kewajiban Pemegang Izin | Mineral
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T5. | RPP tentang Perubahan | Pasal 14 ayat (6) “Tata Cara penyusunan RKA K/L. Kementerian
Atas PP No. 90 Tahun B e 15 Sdme 2000 Keuangan
2010 tentang tentang Keuangan Negara
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga
Perubahan judul
menjadi:
RPP tentang Penyusunan
RKAK/L
16. | RPP tentang Dana Pasal 16 Penyesuaian penggunaan PNBP Dana | Kementerian
Reboisasi PP No. 73 Tahun 1999 | Reboisasi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 | Keuangan
tentang ~ Tata  Cara | tentang Pemerintahan Dacrah.
Penggunaan  Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang
Bersumber dari Kegiatan
Tertentu
T7. | RPP tentang Barang Kena | 1. Pasal 4 ayat (2) 1. Obyck, subyck, dan saat terutang | Kementerian
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Plastik

UU No. 39 Tahun 2007
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UU No. 15 Tahun 2017
tentang APBN TA 2018

ogad LN

cukai.
Perizinan.

Tarif cukai.

Fasilitas cukai.

Insentif cukai.

Tahapan pengenaan cukai.

Keuangan

a7





image50.jpeg
DASAR PEMBENTUKAN

POKOK MATERI MUATAN

PEMRAKARSA

No. JUDUL

T8. | RPP tentang Pajak Pasal 31A Perubahan pengaturan mengenai: Kementerian
Penghasilan Bagi UU No. 36 Tahun 2008 | 1+ Wailb Pajak (WP) yang diberikan Keuangan
Penanaman Modal di tentany Porubahan ateg | fasilitas.

Bidang-Bidang Usaha g 2. Kriteria dan persyaratan
. UU No. 7 Tahun 1983 2
Tertentu dan/atau di et Pl ot pemberian.
Dacrah/Dacrah Tertentu | ©7tang Fajak Penghastian | 3 - pep . fasilitas perpajakan.
Perubahan judul 4. Mekanisme pengajuan permohonan
menjadi: fasilitas
RPP tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan Bagi
Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di
Daerah/Daerah Tertentu
T9. | RPP tentang Pembiayaan | Pasal 87, Pasal 91 T. Jenis kegiatan usaha tani. Kementerian
Usaha Tani UU No. 19 Tahun 2013 2. Penyelenggaraan pembiayaan. Pertanian
. 3. Sumber dan bentuk pembiayaan.
tentang Perlindungan dan .
’ 4. Pembinaan dan pengawasan.
Pemberdayaan Petani f
5. Ketentuan sanksi.

20. | RPP tentang Tindakan Pasal 99, Pasal 100 ayat (3) | 1. Mekanisme, prosedur, dan tata cara | Kementerian
Pengamanan dan UU No. 3 Tahun 2014 pemberian tindakan pengamanan | Perindustrian
Penyelamatan Industri | tentang Perindustrian industri.

2. Mekanisme, prosedur, dan tata cara
pemberian tindakan penyelamatan
indsutri.

21. | RPP tentang Pelaksanaan | Pasal 13 T. Penetapan dan pencgasan batas | Kementerian
Kewenangan Pemerintah, | UU No. 43 Tahun 2008 negara. Dalam Negeri

Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah

tentang Wilayah Negara

2. Pertahanan dan Keamanan.
3. Penegakan hukum.
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Kabupaten/Kota dalam 7. Kelembagaan.
Pengelolaan Batas 5. Pengelolaan kawasan perbatasan.
Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan
22.| RPP tentang Pengelolaan | Pasal 5, Pasal 11, dan | 1. Inventarisasi sumber air dan sumber | Kementerian

Kualitas Air dan
Pengendalian
Pencemaran Air

Pasal 56

UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan  Lingkungan
Hidup .

4. Istrumen

pencemar.

2. Pemantauan kualitas air.Kriteria
mutu air.
3. Integrasi lzin Perlindungan dan

Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(IPPLH) dengan Izin Lingkungan.
Ekonomi untuk
Pengendalian Pencemaran Air.

5. Penguatan peran serta masyarakat.

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

TAHUN 2019

DENGAN RAHMA

TUHAN YANG MAHA F

PRISIDEN REPUBLIK INDONESIA.

bahwa  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 31
Undang Undang  Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Pasal 31
Peraturan Presiden Nomor H7 Tahun 2014 tentang
Peruturan_ Pelksannan  Undang-Undang  Nomor 12
fahun 2011 lentang  Pembentukan - Peraturan
Perundang undangan, perlu  menetepkan  Kepulusan
Presiden tentang, Program Penyusunan veraturan Dresiden
Tahun 2019;

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasiar Negara Republik
Indonesia Tahun 19:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentung
Pembentukan  Peraturan  Perundung undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 5234);

3. Peratrun Presider. Nomor 87 Tahun 2013 tenang
Peraturan _Peiaksanaan  Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tenwng  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indoresia Tahun 2014 Noror 199);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN
PENYUSUNAN PERNTURAN PRE:

TENTANG  PROGRAM
EN TAHUN 2019
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KEDUA
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KEEMPAT

KELIMA

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.

Menctapkan Rancangan Peraturan Presiden scbagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Presiden ini scbagai Program
Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.

Program Penyusunan Peraturan Presiden  scbagaimana,
dimaksud dalam Diktum KESATU ditctapkan untuk jangka
waktu | (satu) tahun.

Pemrakarsa  melaporkan  perkembangan  realisasi
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan
verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk = selanjutnya
dilaporkan kepada Presiden.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SK No 002524 A
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Jaminan Sosial
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10U Nomor 40
Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial

2.0U Nomor 24
Tahun 2031 tentang
Badan _ Penyclenggara

Jaminan Sosial

MATERI MUATAN

1. Penctapan jabatan atasc pada negara
tertentu

2. Kriteria jabatan Atase Ketenagakerjaan

3. Penugasan dan kewenangan jabatan Atase
Ketenagakerjaan o

1. Kepesertaan
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. Pelayanan kesehatan
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Kelembagaan dan organisasi
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Pasal 13
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1. Kebjakan penyelenggaraan  pertahanan Kementerian
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pertahanan

2. Dasar dalam perencanaan,
penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem
Pertahanan Negara
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Negara
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tentang  Organisasi
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dan  Kawasan

Pasal 10 ayat (1)
UU Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara
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Nondelegasi

Tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat
Nasional ASEAN

Kementerian
Luar Negeri
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PRES IDEN
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| . " [ RAKA
| o | JupuL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
& RPerpres tentang Pengesahan | Nondelegasi 1. Feningkatan Kementerian
| Charter of the  Developing & perdagangan antara Indonesia baik dalam Luar Negeri
i Organization  for  Economic kerangka D-8 maupun
| Cooperation (Plagam dengan negara anggota D-8
|| Developing s Osganisesi uniuk 2. Penguaian Kerja sama muttlateral dalemn 5
{ Kerja Sama Ekonomi) {lima) bidang sckior yang menjadi lini D-8
yoitu perdagangan, industri dan
kecil dan  menengah,
ketahanan pangan,  perhubungan,
| | energi dan mineral
| | 3. penguatan diplomasi ekonomi ndonesia
| 4. Penguatan hubungan persahabatan _dan
kerja soma berdasarkan asas timbal balik
dengan negara angiota dan mitra kerja
organisasi D-8
10. RPerpres
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NO.

JubUL

RPerpres tentang  Pedoman
Penyelenggaraan

Perkembangan  Kependudukan |

dan Pembanguran Keluarga

RPerpres  tentang  Zonasi
Pendidikan

DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 14 ayat (2)
PP Nomor 87 Tahun 2014
tentang  Perkembangar
Kependudukan dar.
Pembanguran  Keluarga,
Keluarga Berencana, dan
Sistem Keluarga dan Sister:
informas; Keluarga

Nondelegasi

1

carwp

. Pembinaan  dan  pengawasan

MATERI MUATAN

Perencanaan  kependudukan  dan/atau
penyediaan parameter

Analisis dampak kependudukan

Kerja sama pendidikan kependudukan
Penanganan isu-isu kependudukan
Penyelenggaraan Keluarga Berencana
Pembinaan ketahanan dan kescjahteraan
keluarga

- Penetapan Zonasi Pendidikan
. Tanggung  jawab  penctapan  Zonasi

Pendidikan  oleh  Bupati/Walikota,
Gubernur, dan Menteri-Menteri

kepatuhan dalam melaksanakan pen
Zonasi  Pendidikan untuk  mencapai
pemerataan mutu pendidikan

PEMRAKARSA

Badan Kependuduken
dan Keluarga
Berencana Nasional

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

SK No 001524 C
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No JubuL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
T2 | RPerpres tontang Pengondalian | UU Nomor 23 Tahun 2014 | 1. Pengondalian formasi Pondidik Pegawai| | Kememiorian
Formasi, Pemindahan,  serta | tentang  Pemerintahan | Negeri Sipil (PNS) | Pendidikan dan
Pengembangan Karir Pendidik | Dacrah 2. Pemindahan Pendidik PNS antar Provinsi Kebudayaan
:‘:"mw:rfl’;“; sy ‘f‘cwnd'd‘k“" 3. Pengembangan karir Pendidik PNS
gawai Negeri Sipi 4. Persyaratan, mekanisme pengangkatan,
dan pembiayaan Pengganti pengajar
13, |RPerpres  tentang  Strategi | Pasal 13 ayat (6] 1. Materi muatan strategi kebudayaan. Kementerian
Kebudayaan UU Nomor 5 Tahun 2017 | 2. Kelengkapan stratcei kebudayaan. Pendidikan dan
tentang Pemajuan | 3. Jangka waktu penyusunan  stratcgi Kebudayaan
Kebudayaan kebudayaan
14, |RPerpres  tentang  Dokter | Nondelegasi o 1. Perencanaan, pengadaan, dan Kementerian
pendayagunsan _termasuk - penempatan Keschatan

Layanan Primer

dokter layanan primer di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama,

SK No 001574 C
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No. JubuL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
B . 2. Pendanaan bagi dokier layanan primer
melalui pemberian insentif
3. Pembinaan dan pengawasan termasuk
kesnambungan  penyelenggaraan _dokter
layanan primer di fasilitas pelayanan
keschatan pertama
15, |Rerpres tentang | Pasal 28 1. Mekanisme  pendayagunaan  dokter Kementerian
Pendayagunaan Dokter | Uy Nomor 36 Tahun 2014 |  Spesialis Keschatan
Spesialis tentang Tenuga Kesehatan | 2. Peserta dan lokasi penempatan  dalam
pendayagunaan dokter spesialis
3. Jangka waki pendayagunaan dokter
spesialis
4. Mak  dan  Kewajiban  peserta
pendayagunaan dokter spesialis
RPerpres tentang Kebijakan | L. Pasal 12 ayat (5) 1. Sasaran  pembangunan  indusiri Kementerian
Industri Nasional Tahun 2020 w Nomor 3| tahun2020-2024 Peridustrian
2024 Tahun 2014  tentang | 2. Fokus pengembangan industri
Perindustrian | tahun 2020 - 2024 serta tahapan capaian
i o | pengembanganindustri .
SK No 001526 C 2. Pasal
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Tahun 2015 - 2035

No. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
T 3. Pasal 3 3. Program pengembangan industr
op Nomor 14
Tabun 2015 tentang
Rencana Induk
Pembangunan  Industri
| Nasional

17. |RPerpres tentang Tunjangan

Jabatan  Fungsional  Penilai
Pajak dan Fungsional Asisten
Penilai Pajak

18 |RPerpres tentang  Tunjangan
Jabatan  Fungsional  Analis
[ Perbendaharaan Negara.

19. | RPerpres h:nmng"mnjungur.
Jabatan Fungsional Pembina
Teknis Perbendaharaan Negara

SK No 001527 C

I'Nondelegasi

Nondelegasi

Analis Perbendaharaan Negara

Pegawai negeri sipil yang diangkat dan '
ditugaskan secara  penuh  dalam jabatan
fungsional Penilai Pajak atau Asister: Penilai
Pajak diberikan wnjangan penilai pajak setiap
bulan

Skema_insentif kepada pejabat fungsional

Kementerian
Kevangan

Kementerian
Keuangan

Nondelegasi

Skema insentil kepada pejabat fungsional
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Kementerian
Keuangan
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|
20. | RPerpres tentang Tunjangan | Nondelegasi Skema insentil kepada pejabat fungsional Kementerian
{Jabatan  Fungsional  Analis Analis  Pengelola  Keuangan  Anggaran Keuangan
| Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Negara
21 |RPerpres tentang Tunjangan | Nondelegasi Skema insentif kepada pejabat fungsional | Kementerian Keuangan
I”"" |Jabatan  Fungsional Pramata Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan |
Keuangan Anggaran Belanja Negara !
Pendapatan  dan  Belanja
Negara .
22. | RPerpres tentang Pelaksanaan | 1. UU Nomor 12 Tahun i Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja | Kementerian Keuangan

Undang-Undang Anggaran | 2018 tentang Anggaran|  Negara.
Pendapatan  dan  Belanja | Pendapatan dan Belanja | 3. petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus fisik
Negara. Negara Tahun 2019
2.UU tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2020

23, RPerpres

SK No 001528 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B

NO, JuDUL

atas  Perpres  Nomor 69
| |Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas  Pencegahan  dan
Penanganan Tindak  Pidana
Perdagangan Orang,

Candi Prambanan

|28 |RPerprestentang  Perubahan

24 [RPerpres tentang  Kawasan

DASAR PEMBENTUKAN

asal 58 ayat (7)

UU Nomor 21 Tahun 2007
tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang

MATERI MUATAN

1. Penambahan keanggotaan dan/atau unsur
keanggotaan gugus tugas pencegahin dan
penanganan tindak pidana perdagangan
orang
Penganggaran gugus tugas pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan
orang

PEMRAKARSA
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

[[Pasal 21 ayac (1)

tentang Penataan Ruang

1. Penetapan kawasan strategis nasional

|t Nomor 26 Tahun 2007 | 2. Percncansan tata ruang kawasan strategis

nasiona
3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis
nasionat

4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
strategis nasional

Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan
Nasional

RPerpres tentang  Rencana
Zonasi Kawasan Antarwilayah
Teluk Bone

Pasal 43 ayat (4)

UU Nomor 32 Tahun 2014 |2

| tentang Kelautan

1. Peran dan fungsi
juan, kebijakan, dan strategi
3. Rencana struktur ruang laut

Kementerian Kelautan
dan Perikanar
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No. JUDUL

|
[Ricrpres _tentang Rencana
Zonasi  Kawasan  Strategis
Nasional  Kawasan  Taman
Nasional Komodo

27 |Rberpres tentang  Rencana
Zonasi  Kawasan  Strategis
Nasional Denpasar ~ Badung ~

Gianyar - Tabanan (Serbagits)

SK No 001530 C

DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 43 ayat (4]

UU Nomor 32 Tabun 2014

tentang Kelautan

MATERI MUATAN

|

4. Rencana pola ruang lant
5. Rencana pemanfaatan ruang laut
6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut
| 7. Pengawasan
| 8. Poran serta masyarakat
1. Peran dan fungsi
2. Tujuan, kebijakan, dan strategi
3. Rencana strakiur ruang laut
4. Rencana pola ruang laut
5. Rencana pemanfaatan ruang laut
6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut
7. Pengawasan
8. Peran serta masyarakat

PEMRAKARSA

Kementerian Kelautan
dan Perikanan

Pasal 43 ayat (4]

UU Nomor 32 Tahun 2014 |2

tentang Kelautan

1. Peran dan fungsi
2. Tujuan, kebijakan, dan strategi

3. Rencana struktur ruang laut

4. Rencana pola ruang laut

5. Rencana pemanfaatan ruang laut

6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut
7. Pengawasan

&. Peran serta masyarakat

Kementerian Kelautan
dan Perikanan
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESL

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

nomor 3 /ppr ri/1/20182010

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Juncto Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 juncto
Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indoncsia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;

b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoncsia
Nomor 6A/DPR RI/11/2014-2015;

c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan
Perwakilan Dacrah Republik Indonesia pada tanggal
29 Oktober 2018 telah menyepakati Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018
dan Perubahan Program  Legislasi Nasional Rancangan
Undang Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;
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[287 | RPerpres tentang Perubahan | Nondelegasi
atas  Peraturan  Presiden

| Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan |
Perbaikan Gizi

SK No 001531 C

JuDUL DASAR PEMBENTUKAN

* /
FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
13-

T

65

MATERI MUATAN

Dasar regulasi untuk pemberlakuan

a. strategi nasional  percepatan
penurunan stunting

b. pedoman  pelaksanaan intervensi
penurunan stunting terintegrasi  di
kabupaten /kota

¢ pedoman penandaan,  pemantauan,
dan  cvaluasi liverja  percepatan
penurunan stunting

Peran  pemerintah  dacrah  provinsi,

kabupaien/kota, dan  desa  dalam

pelaksanaan lugas dan tanggung jawab,
scrta mekanisme monitoring dan evaluasi
Penyesuaian gugus tugas dan pengaturan
peranan  kementerian/lembaga  dalam
melaksanakan percepatan perbaikan  gizi
secara terintegrasi

PEMRAKARSA

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/ Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

4. Pengaturan
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3 Pengaturar  sharg  data/mlormasi
kementerian/lembaga di pusat dan daerah |
untwk penguatan monitoring dan cvaluasi
percepatan perbaikan gizi

| 5. Pengawran mengenai  kabupaten/kota
prioritas  pelaksanaan  perccpatan
penurunan stunting

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ud,

Salinan sesuai dengan aslinya
TERIAN SEKRETARIAT NEGARA JOKOWIDODO
BLIK NDONESIA
im dan Perundang-undangan,

SK No 001573 G
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RPERPRES DALAM PROGSUN PERPRES TAHUN 2018 YANG
DILANJUTKAN PENYUSUNANNYA PADA TAHUN 2019
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No. JuDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
T. | RPerpres tentang Pasal 24 ayat (2), Pasal 38 | 1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan | Kementerian
Kebijakan ayat (5), dan Pasal 62 ayat (3) |  Alat Peralatan Pertahanan dan | Pertahanan
ﬁfggzl‘?i?a:;: BN | G No. 16 Tahun 2012 g::::::‘an b B
, h pembangunan  dan
Penjaminan Industri | tentang Industri Pertahanan pengembangan Industri Pertahanan.
Pertahanan Penentuan teknologi dan produk
dan/atau Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan yang akan dikuasai
dan dikembangkan.
Standardisasi serta kelaikan produk
dan/atau Alat Peralatan Pertahanan
dan Keamanan.
2. | RPerpres tentang Pasal 64 ayat (3) Perubahan  Lampiran 1 Teknik | Kementerian
Perubahan Lampiran | UU No. 12 Tahun 2011|  Penyusunan Naskah Akademik. Hukum dan
UU No. 12 Tahun tentang Pembentukan Perubahan Lampiran 1I  Teknik | HAM
2011 tentang Peraturan Perundang- Penyusunan Peraturan Perundang-
Pembentukan Undangan Undangan.
Peraturan Perundang-
Undangan
3. | Rperpres tentang Pasal 141 T Syarat dan tata cara pemberian | Kementerian
Syarat ::: Tata Cara | 1o 6 ahun 2016 entang | PePERaRERan kepada orang | Sosial
Pemyandans Disabilitas perscorangan yang berjasa  dalam
Penghargaan dalam v e Penghormatan, Pelindungan, ~dan
Penghormatan, Pemenuhan  hak  Penyandang
Pelindungan, dan Disabilitas oleh Pemerintah dan

Pemenuhan Hak

Pemerintah Daerah.
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Penyandang 3. Syarat dan fata cara pemberian
Disabilitas penghargaan kepada badan hukum

dan  lembaga  ncgara  yang
mempekerjakan Penyandang
Disabilitas.

3. Syarat dan tata cara pemberian
penghargaan  penghargaan  kepada
penyedia  fasilitas  publik  yang
memenuhi  hak  Penyandang
Disabilitas.

4. | RPerpres tentang Pasal 48 1. Pembentukan. Kementerian
Pembentukan Fungsi, 2. Fungsi. Ketenagakerjaan
Struktur Organisasi, |UU Ne. 18 Tahun 20171, Struimrorgamsasi,dan
dan Tata Kerja Badan | tentang Perlindungan Pekerja | ;" o “yerja” Badan Pelayanan dan
Pelayanan dan Migran Indonesia Perlindungan ~ Pekerja  Migran
Perlindungan Pekerja i,

Migran Indoncsia

5. | RPerpres tentang Nondelegasi Pedoman umum percepatan pelaksanaan | Kementerian
Strategi Nasional pengarusutamaan gender. Perencanaan
Pengarusutamaan Pembangunan
Gender melalui Nasional/Bappe
Perencanaan dan nas

Penganggaran yang
Responsif Gender.
Judul diubah
menjadi:

RPerpres tentang
Strategi Nasional
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Perencanaan dan
Penganggaran yang
Responsif Gender
dalam rangka
Percepatan
Pengarusutamaan
Gender.

6. | RPerpres tentang Nondelegasi T. Dasar semua pihak dalam pengelolaan | Kementerian
Pengelolaan Danau danau. Perencanaan
Berkelanjutan 2. Pengelolaan danau yang terintegrasi. | Pembangunan
Judul diubah 3. Pembagian peran yang jelas lintas K/L | Nasional/Bappe
menjadi: dan Pemda. nas
RPerpres tentang
Penyelamatan Danau
Prioritas Nasional

7. | RPerpres tentang Menjalankan Pasal 23 T. Percepatan  proses  permohonan | Kementerian
Pencrimaan Pinjaman | 5o 0| persetujuan. ) Keuangan
Komersial Luar Negeri 2. Persyaratan permohonan persetujuan
kepada Badan Usaha | tentang Keuangan Negara Pinjaman Komersial Luar Negeri.

Milik Negara, Badan 3. Sanksi.

Usaha Milik Swasta,
Badan Usaha Milik
Daerah

Judul diubah
menjadi:

RPerpres tentang
Utang Luar Negeri
Terkait Pemerintah
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8. | RPerpres tentang 1. Pasal 32A T. Cakupan persctujuan. Kementerian
Pengesahan UU No. 36 Tahun 2008 [2. Klausul  substantif  (penentuan | Keuangan
Persctujuan antara tentang Perubahan penduduk, pembagian hak pemajakan
Pemerintah Republik Keempat atas UU No. 7 atas profit (perusahaaan, BUT,
Indonesia dan Tahun 1983 tentang Pelayaran dan perkapalan) dividen,
Pemesintah Regublile Pajak Penghasilan bunga, royalti, dan penghasilan lain.
Tajikistan mengenai | 5 pasa| 11 ayat (1), Pasal 9 |3. Kerja sama bantuan perpajakan.
Penghindaran Pajak ] !
Berianda dan ayat (2) 4. Pertukaran informasi.
Ponpe UU No. 10 Tahun 2000
gahan o
Pengelakan Pajak tentang Perjanjian
yang berhubungan Internasional
dengan Pajak-Pajak
atas Penghasilan
9. | RPerpres tentang 1. Pasal 32A 1. Cakupan persetujuan. Kementerian
Pengesahan UU No. 36 Tahun 2008 [2. Klausul  substantif  (penentuan | Keuangan
Persctujuan antara tentang Perubahan penduduk, pembagian hak pemajakan
Pemerintah Republik Keempat atas UU No. 7 atas profit (perusahaaan, BUT,
Indonesia dan Tahun 1983 tentang Pelayaran dan perkapalan) dividen,
Pemexintsh Keeajaan Pajak Penghasilan bunga, royalti, dan penghasilan lain.
Kamboja mengenai 2. Pasal 11 ayat (1), Pasal 9 |3. Kerja sama bantuan perpajakan.
Penghindaran Pajak ayat (2) 4. Pertukaran informasi.

Berganda dan
Pencegahan
Pengelakan Pajak
yang berhubungan
dengan Pajak Pajak
atas Penghasilan

UU No. 10 Tahun 2000
tentang Perjanjian
Internasional

7
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T0. | RPerpres tentang 1. Pasal 32A T. Pengesahan. Kementerian
Pengesahan UU No. 36 Tahun 2008 | 2. Pemberlakuan. Keuangan
Mgznlﬁmmz C;m/ent[on tentang Perubahan
to implement Tax
Treaty Related ¥e:‘mpal atas UU No. 7
Measures to prevent ‘ahun 1983 tentang
Base Erosion and Pajak Penghasilan
Profit Shifting 2. Pasal 11 ayat (1), Pasal 9
(Konvensi multilateral ayat (2)
untuk menerapkan UU No. 10 Tahun 2000
Tindakan-Tindakan tentang Perjanjian
terkait dengan .

" Internasional
persetujuan
penghindaran pajak
berganda untuk
mencegah
penggerusan basis
pemajakan dan
penggeseran laba)

T1. | RPerpres tentang Pasal 103 ayat (4) T. Jenis industri yang dikategorikan | Kementerian
Industri yang Memiliki sebagai industri yang memiliki | Perindustrian
Keunikan dan UU No. 3 Tahun 2014 tentang | L o™ erdakan warisan
Merupakan Warisan | Perindustrian budaya
Budaya Bangsa dan ¥R
Industri Menengah 2. Jenis industri menengah tertentu yang
Tertentu yang dicadangkan hanya dapat dimiliki oleh
Dicadangkan untuk Warga Negara Indonesia.

Dimiliki oleh Warga
Negara

12.| RPerpres tentang Pasal 95 1. Pencgakan hukum administrasi. Kementerian

Penegakan Hukum Lingkungan
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Pidana Lingkungan  |UU No. 32 Tahun 2009 | 2. Penyelesaian sengketa lingkungan | Hidup dan
Hidup Terpadu dalam | tentang perlindungan dan|  hidup. Kehutanan
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan | 3. Penegakan hukum pidana.

Pengelolaan Hidup
Lingkungan Hidup

13| RPerpres tentang Pasal 36 ayat (5) Perizinan  usaha  penyediaan | Kementerian
Usaha Penyediaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang | bangunan Pekerjaan Umum
Bangunan Jasa Konstruksi Pengembangan usaha penyediaan | dan Perumahan

bangunan Rakyat

T4 | RPerpres tentang Menjalankan Perpres No. 44 | 1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan | Kementerian
Koordinasi Tahun 2017  tentang| rencana kegiatan dan anggaran. Dalam Negeri
Perencanaan dan Perubahan atas Perpres No.|2. Koordinasi penyusunan anggaran
Penganggaran 12 Tahun 2010 tentang| untuk pembangunan dan pengelolaan
Pengelolaan Bagi Badan Nasional Pengelola infrastruktur Kawasan ~Perbatasan
Pengelolaan Batas Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.
Wilayah Negara dan
Pembangunan
Kawasan Perbatasan

15. | RPerpres tentang Menjalankan Pasal 5 ayat (3) Desain besar pengelolaan batas | Kementerian
Rencana Induk Perpres No. 44 Tahun 2017 |  wilayah negara dan  kawasan | Dalam Negeri
Pengelolaan tentang  Perubahan atas|  perbatasan.
Perbatasan Negara Perpres No. 12 Tahun 2010 Perencanaan jangka panjang
Tahun 2020-2024 tentang Badan  Nasional Pengelolaan Perbatasan Negara.

Pengelola Perbatasan

Pengelolaan.
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MONITORING
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019,
PROGRAM PENYUSUNAN PP TAHUN 2019, DAN
PROGRAM PENYUSUNAN PERPRES TAHUN 2019
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

d. bahwa penctapan Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
‘Tahun 20152019 sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ftentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor §650), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6137);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoncsia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor  1607),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwaldlan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoncsia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan
Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361);

Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia ke-7 tanggal 31 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019
DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.
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Pemantauan Penyusunan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019
Serta RPP dan RPerpres dalam Program Penyusunan PP dan
Program Penyusunan Perpres Tahun 2019

% Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melakukan pemantauan penyusunan RUU, RPP, dan RPerpres melalui sistem jaringan

(daring) dengan laman httpss//serambi.ksp.go.id/

Kementerian/Lembaga Pemerintah  NonKementerian (LPNK) melakukan pelaporan
penyusunan RUU, RPP, dan RPerpres dimaksud melalui laman https://serambiksp.go.id/
sesuai dengan target penyusunan yang telah ditetapkan, pelaporan dilakukan secara periodik
pada bulan Maret (B03), Juni (BOB), September (B09), dan Desember (B12).*

% Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
melakukan verifikasi terhadap laporan berdasarkan data dukung yang telah disampaikan oleh
Kementerian/LPNK ke dalam sistem monitoring

Catatan (*):
Untuk pemantauan Prolegnas Prioritas,Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres Tahun 2019, masa pelsporan
pada bulan maret (803) diakukan secara bersamaan dengan pelaporan bulan Juni (B06).

Target Penyusunan RUU Tahun 2019

B0G: Juni BO9: September
Tersampaikannya RUU Proses pembahasan Terselesaikannya
ke DPR untuk RUU di DPR pembahasan RUU di DPR
pembahasan

RAN KEBERHASILAN \TA DUKUNG YANG HARUS DI UPLOAD

806, 809, B12 DALAM SISTEM MONITORING

806: 1. Scan draft RUU yang telah diparaf kementerian
1. Tersampaikannya RUU ke DPR untuk terkait;

pembahasan; 2. Scan Surat Presiden penyampaian RUU ke DPR;
2. Proses pembahasan RUU di DPR. 3. laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR
809: Laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR
Proses pembahasan RUU di DPR.
B12: Laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR

Terselesaikannya pembahasan RUU di DPR.
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Target Penyusunan RPP/RPerpres Usulan Baru Tahun 2019

BOG: Juni B09: September B12: Desember

[ »- - —» °
Tersampaikannya

Rancangan ke Presiden
dan Penetapan

Terselesaikannya Terselesaikannya
Proses PAK Proses Harmonisasi

UKURAN KEBERHASILAN \TA DUKUNG YANG HARUS DI UPLOAD

806, 809, B12 DALAM SISTEM MONITORING

806: 1. Scan SK-PAK ;
1. Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar 2. Rancangan PP/Perpres;

Kementerian dan/atau antarnonkementerian (SK-PAK); 3. Scan surat permohonan harmonisasi yang
2. Terselesaikannya Proses PAK Rancangan PP/Perpres. ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM.
809: 1. Rancangan PP/Perpres;
Terselesaikannya proses harmonisasi Rancangan 2. Laporan perkembangan proses harmonisasi
PP/Perpres. Rancangan PP/Perpres di Kemenkumham;

3. Scan undangan rapat harmonisasi;
4. Scan surat selesai harmonisas! dari
Kemenkumham.
B12: Scan surat penyampalan Rancangan PP/Perpres
Tersampaikannya Rancangan PP/Perpres kepada Presiden.  kepada Presiden

Target Penyusunan RPP/RPerpres Luncuran Tahun 2018

BO6: Juni B09: September B12: Desember
° » -0 » °
Terselesaikannya Tersampaikannya Tersampaikannya
Proses Harmonisasi Rancangan ke Presiden Rancangan ke Presiden
dan Penetapan dan Penetapan
BOG: 1. Rancangan PP/Perpres;
Terselesaikannya proses harmonisasi Rancangan 2. Laporan perkembangan proses harmonisasi;
PP/Perpres. 3. Scan undangan rapat harmonisasi;
4. Scan surat selesai harmonisasi dari
Kemenkumham.
B09 dan B12: Scan surat penyampaian Rancangan PP/Perpres

Tersampaikannya Rancangan PP/Perpres kepada Presiden.  kepada Presiden
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PERTAMA

KEDUA

Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang_Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-
2019 scbagaimana tercantum dalam Lampiran | dan I
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di_kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana
‘mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Pimpinan DPR RI;
Ketua DPD RI;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Rl;
Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR
RI;
Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
Para Ketua Fraksi : FPDI Perjuangan, FPG, FPD,
FPKS, FPAN, FPPP, FPKB, F-PGERINDRA, FPN
Demokrat dan_F-PHANURA;
Kepala Badan Keahlian DPR RI;
Para Deputi dan Inspektorat Utama di
lingkungan_Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI;
10.Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRL.

Ne maane

o®

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Oktober 2018





